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KATA PENGANTAR

Untuk mewujudkan dan menjamin keselamatan dan keamanan pemanfaatan
tenaga nuklir, diperlukan adanya komitmen bersama dan berkelanjutan selaras
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir baik dari pihak
Pengawas maupun Pengguna dan dukungan dari para pakar serta masyarakat.
Pemanfaatan tenaga nuklir di berbagai bidang industri, kesehatan maju dengan pesat,
dan pembangunan PLTN sebagai salah satu alternatif enmergi terbarukan telah
direncanakan dalam waktu dekat. Komitmen tersebut tertuang pada PP No. 43
Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir, PP No. 33 Tahun 2007 tentang
Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif, dan PP No. 29
Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan
Nuklir. ,

Berkenaan dengan hal tersebut BAPETEN menyelenggarakan Seminar
Keselamatan Nuklir pada tanggal 5-6 Agustus 2008 dalam rangkaian peringatan hari
Kebangkitan Teknologi Nasional, dengan tema “Peningkatan Pengawasan
Keselamatan dan Keamanan Pemanfaatan Tenaga Nuklir”.

Adapun ruang lingkup seminar ini adalah:

1. Keselamatan dan pengawasan pada:
a. Fasilitas radiasi dan zat radioaktif yang meliputi bidang kesehatan,
industri, penelitian, lingkungan, dan pengelolaan limbah radioaktif.
b.Instalasi dan bahan nuklir yang meliputi reaktor daya, reaktor riset,
penambangan bahan nuklir, proses dan pemanfaatan bahan nuklir.

2. Pengawasan dalam rangka introduksi PLTN.

W

. Proteksi radiasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir di bidang kesehatan,
industri, dan penelitian.

Pengawasan transportasi zat radioaktif.

Keselamatan dan keamanan sumber radioaktif dan bahan nuklir.

Penerapan jaminan mutu dalam pemanfaatan tenaga nuklir.

Seifgard dan Proteksi Fisik.
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Kesiapsiagaan Nuklir.



Pada seminar ini makalah yang masuk ke panitia sebanyak 62 buah. Setelah
diadakan penilaian oleh tim editor, diputuskan sebanyak 60 makalah dapat disajikan
pada seminar, yaitu 28 makalah pada sidang oral dan 32 makalah pada sidang poster.
Makalah yang disajikan dibagi dalam 2 kelompok sebagai berikut:

A. Keselamatan dan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (reaktor daya, riset,
penambangan bahan nuklir, proses dan pemanfaatan bahan nuklir,
pengelolaan limbah RA, introduksi PLTN, jaminan mutu Intalasi Bahan
Nuklir)

B. Keselamatan dan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
(kesehatan, industri, penelitian, lingkungan), Keamanan Sumber Radioaktif
dan Bahan Nuklir dan jaminan Mutu Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif)
Dalam seminar ini juga disajikan ceramah umum oleh pakar yang berasal dari

JNES - Jepang (Japan Nuclear Energy Safety Organizatign) dan ITB - Bandung
(Institut Teknologi Bandung)

Demikian, semoga prosiding ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Jakarta, = Oktober 2008
© Ketua Panitia

Prof. Dr. Mochamad Salman Suprawhardana
NIP. 330000613
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SEIFGARD NUKLIR DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI
REZIM NON-PROLIFERASI

Eri Hiswara

Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi
Badan Tenaga Nuklir Nasional

ABSTRAK

SEIFGARD NUKLIR DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI REZIM NON-
PROLIFERASI. Seifgard nuklir merupakan salah satu upaya rezim non-proliferasi
untuk mewujudkan dunia yang bebas senjata nuklir. Pada pertengahan tahun 1990an,
masyarakat internasional berharap bahwa non-proliferasi tidak akan mengalami
hambatan dalam penerapannya karena adanya berbagai perkembangan positif yang
terjadi di masa itu. Namun demikian memasuki abad ke-21 berbagai tantangan
datang menghadang, antara lain kasus keluarnya Korea Utara dari NPT, pelanggaran
Iran atas kewajibannya dalam persetujuan seifgard, terdeteksinya kegiatan nuklir
yang tidak dilaporkan di Korea Selatan dan Mesir, serta terungkapnya pasar gelap
teknologi nuklir yang sensitif dari Pakistan. Berbagai upaya kemudian dilakukan
untuk menguatkan sistem seifgard ini, meskipun keberhasilannya sangat bergantung
pada komitmen politik yang kuat dari negara-negara di dunia untuk
melaksanakannya. Upaya penguatan sistem seifgard ini juga tidak akan berhasil
mewujudkan dunia yang bebas senjata nuklir selama negara senjata nuklir tetap
menyandarkan keamanan nasionalnya pada senjata yang mematikan ini. Untuk ini
maka diperlukan suatu paradigma baru dalam pemahaman tentang keamanan
nasional yang lebih mengutamakan keamanan individu dalam bentuk hak atas
kesejahteraan, kebebasan dan martabat, dan bukan sekedar keamanan nasional untuk
kepentingan negara belaka.

Kata kunci: seifgard nuklir, non-proliferasi, keamanan nasional.

ABSTRACT

NUCLEAR SAFEGUARDS AND THE CHALLENGES FACED BY NON-
PROLIFERATION REGIME. Nuclear safeguards is one of the efforts in non-
proliferation regime to materialize a nuclear-weapon-free world. In the mid nineties
the international community was hoping that non-proliferation could be implemented
smoothly due to some positive developments in that time. Entering the 21* century,
however, some challenges come forward, e.g. withdrawing of North Korea from
NPT, violation of Iran to its safeguards obligation, findings of undeclared nuclear
activities in South Korea and Egypt, and uncovering of black market of nuclear
sensitive technology from Pakistan. Several undertakings have been carried out to
strengthen this safeguards system, even though its successful very dependent upon
strong political commitment from states. The efforts of strengthening this safeguards
system will also fail to materialize a nuclear-weapon-free world if nuclear-weapon
states still relies its national security on that kind of deadly weapons. For this reason
a new paradigm in discerning national security is needed. This new security
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paradigm should accentuate individual security in the forms of welfare, freedom and
dignity, and not just national security for the sake of the state.

L. PENDAHULUAN

Berdasar Pasal III dari Traktat
Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT),
setiap negara yang menjadi pihak pada
NPT dan tidak memiliki senjata nuklir,
nuklir,

disyaratkan untuk menerima dan

atau negara  non-senjata
melaksanakan persetujuan  seifgard
dengan  Badan Atom
Internasional (IAEA) sesuai dengan
Statuta IAEA dan sistem seifgardnya.
Pengikatan diri dengan persetujuan
bertujuan untuk
memverifikasi pemenuhan kewajiban
Traktat dalam

disimpangkannya energi nuklir dari

Tenaga

seifgard ini

pencegahan  dari

tujuan damai menjadi senjata nuklir
atau alat ledak nuklir lainnya.

Sistem seifgard bertujuan untuk
mendeteksi penyimpangan bahan nuklir
dari aplikasi damai ". Bahan nuklir
tersebut, termasuk uranium diperkaya,
plutonium dan uranium-233, adalah
bahan yang juga dapat digunakan untuk
pembuatan senjata nuklir. Sumber
radioaktif yang banyak digunakan
untuk tujuan medik, industri atau

pertanian, yang tidak mengandung

bahan nuklir, bukan merupakan subyek
seifgard dan tidak perlu dilaporkan ke
IAEA di bawah persetujuan seifgard.
Sistem seifgard terdiri atas
kegiatan verifikasi yang dilakukan di
fasilitas nuklir dan di lokasi lain dimana
bahan nuklir biasa digunakan. Dalam
menyeluruh
(CSA), kegiatan ini difokuskan pada
verifikasi apa yang telah dilaporkan
(declared) oleh negara terkait ke IAEA

mengenai desain dan operasi fasilitas,

persetujuan  seifgard

dan pada aliran bahan nuklir serta
inventorinya seperti yang dilaporkan
operator fasilitas melalui otoritas negara
yang bersangkutan. Akuntasi bahan
nuklir ini, yang mirip dengan akuntansi

keuangan, seringkali dibarengi dengan

tindakan pengawasan seperti
penggunaan segel atau kamera
pengamat. Selain untuk mampu
mendeteksi adanya penyimpangan

bahan nuklir menjadi bahan senjata
nuklir atau alat ledak nuklir lainnya,
semua tindakan ini juga dilakukan
dalam rangka mendeteksi kemungkinan

digunakannya fasilitas yang dilaporkan
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ke IAEA untuk menghasilkan bahan
yang tidak dilaporkan.

IL PENGUATAN SISTEM
SEIFGARD

Pengalaman IAEA pada awal
1990-an dalam mendeteksi
penyimpangan di Iraq dan Korea Utara
memperlihatkan adanya keterbatasan
dalam penerapan seifgard yang hanya
memeriksa  bahan  nuklir  yang
dilaporkan dan kesimpulan yang hanya
diambil pada tingkat fasilitas. Hasil
penyelidikan di Iraq dan Korea Utara
ini menunjukkan bahwa meskipun
bekerja baik untuk memverifikasi bahan
nuklir dan fasilitas yang dilaporkan,
sistem seifgard ternyata tidak — dan
karena itu perlu — dilengkapi dengan
kemampuan untuk mendeteksi bahan
dan kegiatan yang tidak dilaporkan.

Dalam kaitan di atas, Dewan
Gubernur IAEA membentuk suatu
komite untuk memperkuat keefektifan
dan penyempurnaan efisiensi sistem
seifgard pada sidang bulan Juni 1996.
Pada sidang bulan Mei 1997, Dewan
Gubernur  menyetujui  rancangan
Protokol Tambahan (AP) sebagai
instrumen legal yang baru dalam sistem
seifgard yang disusun oleh komite.

Protokol Tambahan ini memberi

kewenangan yang diperlukan kepada
IAEA untuk memberikan jaminan tidak
adanya penyimpangan bahan nuklir dari
kegiatan yang dilaporkan dan tidak
adanya kegiatan dan bahan nuklir yang
tidak dilaporkan di negara yang telah
memberlakukan CSA. Jika dengan CSA
IAEA bisa memverifikasi bahwa
laporan suatu negara bersifat ‘tepat® —
yaitu, negara tersebut dengan tepat
menjelaskan jenis dan jumlah bahan
nuklir yang dimilikinya, maka dengan
AP JAEA dapat menyatakan bahwa
laporan tersebut bersifat ‘lengkap’ —
yaitu, laporan meliputi semua yang
harus dilaporkan.

CSA dan AP merupakan suatu
kegiatan terpadu untuk meningkatkan
kemampuan IAEA dalam
memverifikasi ketepatan dan
kelengkapan laporan suatu negara
berkaitan dengan bahan dan kegiatan
nuklir yang berada di wilayahnya.
Sinergi dari kombinasi ‘ketepatan’ dan
‘kelengkapan’ ini , yang disebut sebagai
seifgard terpadu (integrated
safeguards), memberikan keefektifan
dan efisiensi biaya yang lebih besar
dalam pelaksanaan seifgard.

Seifgard terpadu dapat
diterapkan jika Sekretariat IAEA telah

bisa mengambil kesimpulan untuk suatu
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negara, dan untuk suatu tahun tertentu,
bahwa ‘semua bahan nuklir tetap
digunakan untuk kegiatan damai’.
Untuk sampai pada kesimpulan ini,
Sekretariat IAEA pertama-tama harus
dapat menyimpulkan bahwa tidak ada
petunjuk penyimpangan bahan nuklir
dari  kegiatan
penyimpangan fasilitas atau lokasi di
luar fasilitas) dan tidak ada petunjuk
bahwa negara tersebut memiliki bahan

damai  (termasuk

dan kegiatan yang tidak dilaporkan.
Indonesia merupakan salah satu dari
tiga negara pertama, selain Australia
dan Norwegia, yang telah menerapkan
seifgard terpadu mulai tahun 2003.

Sampai akhir Mei 2008, dari
190 negara pihak pada NPT, sebanyak
30 negara masih belum memberlakukan
CSA. Sedang dari seluruh negara yang
telah memberlakukan CSA, sebanyak
88 negara juga telah memberlakukan
AP. Sebagai catatan, Indonesia telah
memberlakukan CSA dan AP masing-
masing sejak Juli 1980 dan September
1999,

Sistem seifgard
dengan

kembali
disetujuinya
modifikasi terhadap Protokol Jumlah
Kecil (SQP, small quantities protocol)

diperkuat

pada sidang Dewan Gubernur IAEA

bulan September  2005. Dengan

Protokol yang lama Sekretariat IAEA
tidak memiliki

menerima informasi desain fasilitas

kewenangan untuk

sejak awal, untuk menentukan status
setiap fasilitas nuklir dan untuk
melakukan kegiatan verifikasi  di
lapangan. Dengan kata lain, kesimpulan
seifgard untuk negara SQP ditarik
terutama berdasar evaluasi terhadap
informasi dari sumber selain negara itu
tanpa
diadakannya verifikasi di tempat.

sendiri, kemungkinan

Berdasar butir 37 dari dokumen
seifgard IAEA 2, suatu negara yang
hanya memiliki bahan nuklir dalam
jumlah  sedikit

pengecualian dari kewajiban seifgard.

dapat meminta
Negara yang memiliki klasifikasi ini
disebut sebagai negara SQP. Dengan
disetujuinya modifikasi maka negara
SQP yang telah memberlakukan CSA
harus memberikan laporan awal tentang

bahan nuklir dan informasi desain awal

fasilitasnya, dan memberikan
kesempatan kepada IAEA untuk
melakukan inspeksi. Jumlah bahan

nuklir yang dimiliki negara SQP yang
dikecualikan dari seifgard adalah a)
satu kilogram bahan dapat belah, b)
sepuluh metrik ton uranium alam dan
uranium susut kadar dengan pengayaan

di atas 0,5%, c) duapuluh metrik ton
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uranium susut kadar dengan pengayaan
0,5% atau kurang, dan duapuluh metrik

ton thorium 2.

III. KOMITE KHUSUS IAEA
UNTUK SEIFGARD DAN
VERIFIKASI

Upaya penguatan seifgard juga
dilakukan dengan pembentukan suatu
komite khusus untuk seifgard dan
verifikasi oleh Dewan Gubernur IAEA
pada bulan Juni 2005. Keputusan
Dewan Gubernur yang berkaitan
dengan pembentukan Komite hasil
‘prakarsa AS ini adalah sebagai berikut
3.

1. Dewan Gubemur setuju untuk
membentuk komite tentang seifgard
dan verifikasi yang akan bekerja
mencari cara untuk memperkuat
sistem seifgard, dan melaporkan
kegiatan dan  rekomendasinya
kepada Dewan Gubernur.

2. Komite akan diketuai oleh Ketua
Dewan, atau  orang  yang

ditunjuknya dari anggota Dewan;

komite akan terdiri atas anggota

Dewan; negara anggota IAEA yang

lain dapat berpartisipasi dalam

kegiatan komite; organisasi antar-

pemerintah yang menjadi pihak

pada persetujuan seifgard

menyeluruh dengan TAEA dapat

berpartisipasi sebagai pengamat,
dan
3. Komite akan menyusun dan

membuat rekomendasi

kepada
Dewan Gubernur tentang setiap isu
pendanaan komite; dan komite akan

mempunyai mandat awal selama

dua tahun, yang dapat
dipertimbangkan untuk
diperpanjang setelah dua tahun.

Komite khusus yang bernama
lengkap Advisory Committee on
Safeguards and Verification within the
Framework of the IAEA Statute ini
bekerja selama dua tahun, 2005-2007.
Pembahasan yang diadakan berpusat
pada rekomendasi Sekretariat IAEA
untuk meningkatkan keefektifan dan
efisiensi sistem seifgard, dan keputusan
disepakati harus berdasar konsensus
seluruh anggota komite.

Rekomendasi Sekretariat IAEA
dalam peningkatan keefektifan dan
efisiensi sistem seifgard dibedakan atas
tiga kategori ¥:

1. Rekomendasi yang didasarkan pada
kewajiban legé] yang ada atau
berada dalam kerangka dokumen
seifgard INFCIRC/153 (tentang
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CSA) atau INFCIRC/540 (tentang
AP).
2. Rekomendasi berkaitan

tindakan sukarela.

dengan
3. Rekomendasi berkaitan dengan
kemampuan teknis IAEA.

Secara total Sekretariat IAEA
menyusun 18 rekomendasi, dengan
yang pertama
berjumlah 4, kategori kedua berjumlah
6, dan kategori ketiga berjumlah 8.

termasuk  kategori

Setelah melalui perdebatan panjang
antara para anggota komite dengan
Sekretariat IAEA, diputuskan bahwa
rekomendasi yang masuk kategori
ketiga merupakan rekomendasi yang
layak untuk dibahas

mendalam.

secara lebih
Rekomendasi
pertama dan  kedua

merupakan isu yang menyangkut hak

kategori
dipandang

dan kedaulatan masing-masing negara
anggota untuk melaksanakannya.
Selama dua tahun bekerja,
Komite telah melakukan pertemuan
dan menerima
terkait
pelaksanaan seifgard dari Sekretariat
IAEA. Kegiatan Komite berakhir saat
Ketuanya

selama enam kali,

berbagai informasi dengan

melaporkan hasil kerja
Komite di hadapan sidang Dewan
Gubernur bulan Juni 2007, dengan

menyatakan bahwa ‘setiap negara

anggota, dan kelompok negara,

menegaskan  komitmennya  untuk
memperkuat keefektifan dan efisiensi
sistem seifgard IAEA sebagai alat yang
penting untuk memenuhi tantangan
non-proliferasi nuklir’ %), Secara umum,
dikatakan

mencapai

dengan demikian, dapat
bahwa gagal

konsensus dalam mengambil keputusan

Komite

terhadap berbagai rekomendasi yang
telah disusun oleh Sekretariat IAEA.

IV. LAPORAN
SEIFGARD

PENERAPAN

Hasil dari penerapan seifgard di
suatu negara dituangkan dalam bentuk
kesimpulan seifgard. Secara
keseluruhan, kesimpulan seifgard ini
dilaporkan ke Dewan Gubernur IAEA
pada sidang bulan Juni setiap tahunnya
dalam bentuk Laporan
Seifgard (SIR,

implementation report).

Penerapan

safeguards

SIR menyajikan temuan dan
kesimpulan seifgard untuk setiap jenis
persetujuan seifgard yang dilaksanakan
oleh setiap negara. Temuan dan
kesimpulan tersebut didasarkan pada
evaluasi dari .semua informasi yang
tersedia bagi IAEA dalam menjalankan
haknya dan pemenuhan kewajiban
tahun  yang

seifgardnya  dalam
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bersangkutan.  Pembagian  negara

berdasar jenis persetujuan seifgardnya

adalah:

a. Negara yang telah memberlakukan
CSA dan AP.

b. Negara yang telah memberlakukan
CSA namun belum memberlakukan
AP.

c. Negara anggota NPT yang belum
memberlakukan CSA.

d. Tiga negara yang memberlakukan
CSA dengan perjanjian
khusus (INFCIRC/66/Rev.2)

e. Negara senjata nuklir yang sukarela

pemberlakuan

sesuai

menawarkan
persetujuan seifgard.
Dokumen INFCIRC/66/Rev.2
mengatur tentang persetujuan seifgard
khusus dengan tiga negara, yaitu India,
Pakistan.  Berdasar
permintaan tiga negara ini, IAEA
memberlakukan seifgard pada fasilitas
yang ditunjuk untuk menjamin bahwa
bahan, fasilitas nuklir dan butir-butir
lain yang berada dalam persetujuan
tidak  digunakan untuk
pembuatan senjata nuklir atau tujuan

Israel dan

seifgard

militer lainnya, dan barang-barang
tersebut digunakan semata-mata untuk
tujuan damai dan tidak digunakan untuk
pembuatan alat ledak nuklir lainnya.

Persetujuan  seifgard khusus
juga dilakukan dengan kelima negara
senjata nuklir. Berdasar persetujuan
IAEA
memberlakukan seifgard pada bahan
nuklir pada fasilitas yang dipilihnya
dari daftar fasilitas yang Dbisa
diverifikasi yang diserahkan kelima
negara. Setiap tahun IAEA akan

tawaran sukarela,

memilih fasilitas pada empat dari lima

negara pemilik senjata nuklir ini.

Tabel 1 memberikan data
ringkasan jumlah megara berdasar jenis
persetujuan seifgardnya yang

dilaporkan dalam SIR selama tahun
2003-2007 ®. Kecuali

khusus, kesimpulan seifgard untuk

ada catatan

negara yang telah memberlakukan CSA
dan AP adalah tidak ditemukan
penyimpangan bahan nuklir yang
dilaporkan dari kegiatan damai, dan
tidak ditemukan bahan atau kegiatan
nuklir yang tidak dilaporkan. Untuk
negara yang telah memberlakukan CSA
namun belum memberlakukan AP, tiga
negara dengan perjanjian khusus dan
persetujuan seifgard sukarela,
kesimpulan seifgard yang diberikan
adalah tidak ditemukan penyimpangan
bahan nuklir yang dilaporkan dari
kegiatan damai. Sedang untuk negara

yang belum memberlakukan CSA,
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IAEA belum bisa memberikan

kesimpulan seifgardnya.

Tabel 1. Ringkasan Laporan Penerapan Seifgard oleh IAEA selama 2003-2007

No Jenis seifgard 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
1 | CSA dan‘AP berlaku 40 |61 70 |75 82
‘Tidak menyimpang’ dan | 19 21 24 32 47
‘tidak ada yang tidak
dilaporkan’ 19 |37 (46 |43 35
‘Tidak ada yang tidak
dilaporkan’ masih | 2°  |3* |- . -
dievaluasi
Catatan khusus
2 | Hanya CSA . 98 (82 |77 |78 72
3 | Anggota NPT belumCSA |45 |40 [36 |31 30
4 | INFCIRC/66/Rev.2 3 3 3 3 3
S | Seifgard sukarela 4 4 4 4 4

kewajibannya pada persetujuan seifgard.

Iran dan Libya terlibat dalam kegiatan nuklir yang tidak dila'porkan, dan berarti melanggar

® Verifikasi ketepatan dan kelengkapan laporan Libya, Korea Selatan dan Mesir masih dikerjakan.

V. TANTANGAN REZIM NON-
PROLIFERASI

Penerapan seifgard nuklir dan
verifikasi oleh JAEA hanya merupakan
salah satu unsur dari rezim non-
proliferasi yang dikandung oleh NPT.
Unsur lain adalah larangan bagi negara
senjata nuklir untuk mentransfer senjata
nuklir atau alat ledak nuklir lainnya ke
pihak lain (pasal I NPT), larangan bagi
nuklir  untuk

menerima senjata nuklir atau alat ledak

negara  non-senjata
nuklir lainnya dari pihak mana pun
(pasal II), dan hak yang tidak dapat
dicabut bagi semua pihak pada NPT

untuk mengembangkan, memproduksi

dan menggunakan energi nuklir untuk
tujuan damai tanpa diskriminasi dan
sesuai dengan pasal I dan I NPT.

Pada pertengahan tahun 1990-
an, masyarakat internasional berharap
bahwa tidak akan
mengalami hambatan
penerapannya karena adanya berbagai

non-proliferasi

dalam

perkembangan positif yang terjadi di
masa itu. Instrumen untuk mencegah
proliferasi telah diperkuat dan ditambah
a) Protokol
Tambahan telah diadopsi IAEA untuk
untuk
mendeteksi adanya bahan dan kegiatan

b)
telah

dengan baik, yaitu

memberi kéwenangan
nuklir yang tidak dilaporkan,

pengendalian  ekspor nuklir
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diperkuat oleh Nuclear Suppliers Group
(NSG), c) NPT telah ditetapkan berlaku
untuk waktu yang tak terbatas, d)
CTBT - traktat pelarangan uji senjata
nuklir menyeluruh - terbuka untuk
ditandatangani dan e) mandat untuk
perundingan FMCT -  traktat
pelarangan produksi bahan nuklir untuk
senjata nuklir - telah diadopsi ”.

Harapan di atas ternyata sirna di
awal abad 21 ini. Pada kenyataannya,
kecepatan  pemberlakuan  protokol
tambahan berjalan sangat lambat, tiga
negara yang diyakini telah memiliki
kemampuan membuat senjata nuklir
enggan untuk menjadi anggota NPT,
CTBT tidak jelas apakah akan dapat
berlaku, dan perundingan FMCT
mengalami jalan buntu. Serangan
teroris pada tanggal 11 September di
AS juga telah memicu kekhawatiran
akan adanya teroris nuklir.

Dalam lima tahun terakhir ini,
tantangan  terhadap rezim  non-
proliferasi makin bertambah. Beberapa
perkembangan baru ini adalah: a) Korea
Utara menyatakan keluar dari NPT dan
telah

plutonium dan uranium diperkaya untuk

diduga mengembangkan

senjata nuklir, b) Iran melanggar
kewajiban CSA untuk melaporkan
kegiatan nuklimya ke IAEA, c) Libya

mengungkapkan di masa lalu memiliki
ambisi untuk mengembangkan senjata
nuklir namun kini telah membuang
ambisi tersebut, d) Korea Selatan dan
Mesir terdeteksi di masa lalu juga
memiliki kegiatan nuklir yang tidak
IAEA, dan e)
terungkapnya pasar gelap teknologi
nuklir yang sensitif dari Pakistan.

dilaporkan ke

VL. KEMAMPUAN TEKNIS IAEA

Tantangan lain yang barangkali
tidak kalah penting adalah kemampuan
teknis IAEA dalam  melakukan
verifikasi. Tantangan terakhir ini belum
tampak dibahas dalam berbagai
pertemuan  internasional  tentang
seifgard, namun telah diingatkan oleh
Sekretariat IAEA dalam pertemuan
komite khusus untuk seifgard dan
verifikasi ¥,

Untuk mendeteksi kegiatan
dilaporkan, IAEA
menggunakan  hasil

yang  tidak
pengambilan
sampel lingkungan dan data pencitraan
satelit sebagai informasi terbuka yang
dipekenankan oleh dokumen CSA 2.
Namun demikian, beban jumlah sampel
yang  makin besar  dan juga
perkembangan teknologi yang telah
maju pesat memaksa IAEA meminta
dukungan lebih lanjut dari negara
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anggotanya untuk memperkuat
kemampuan teknisnya ini.

Secara kuantitas, IAEA
menyatakan bahwa jumlah sampel
lingkungan yang diambil IAEA
bertambah dari sekitar 200 pada tahun
2000 menjadi lebih dari 750 di tahun
2005. Waktu yang dibutuhkan sejak
pengumpulan di lapangan sampai
selesai di evaluasi di laboratorium (lab.)
sekitar 9 bulan: 1,5 bulan dari tempat
pengumpulan sampai ke lab. anggota
jaringan lab. Analitik (NWAL), 3,5
bulan untuk analisis di lab., dan 4 bulan
untuk evaluasi hasil analisis.

Agar Kklarifikasi temuan dan
pengambilan kesimpulan seifgard dapat
lebih  cepat  dilakukan, IAEA
menginginkan agar waktu untuk
memproses sampel lingkungan tersebut
dapat dikurangi menjadi hanya 3 bulan.
Untuk ini IAEA mengharapkan agar
lab. yang menjadi anggota NWAL
dapat ditambah dari saat ini yang terdiri
atas 14 lab. yang ada di 8 negara
anggota. IAEA juga mengharapkan
dapat mengganti alat analisis partikel
Secondary Ion Mass Spectrometer
(SIMS) yang telah digunakan lebih dari
15 tahun, dan yang suku cadangnya
sudah tidak dibuat lagi oleh pabriknya,
dapat diganti dengan alat lain yang

sama dalam kemampuan

pengukurannya. Selain itu IAEA juga

mengharapkan dapat memiliki alat
Ultra High Secondary Ion Mass
Spectrometer (UH-SIMS) yang mampu
menganalisis lebih cepat dan memiliki
kepekaan, presisi dan akurasi yang
lebih baik dari SIMS yang telah ada.

Dalam hal pencitraan satelit,
data yang terkumpul dengan alat ini
digunakan  oleh  TAEA ' untuk
mengkonfirmasi  status  operasional
suatu fasilitas nuklir, memahami lebih
baik tata letak bangunan dalam suatu
kompleks nuklir, dan menjawab
pertanyaan yang berkaitan dengan
kegiatan nuklir yang tak dilaporkan
tanpa menambah beban bagi negara
yang tengah diamati. Secara singkat,
pencitraan satelit dapat
mengoptimasikan  penggunaan para
inspektur IAEA di lapangan dan
meminimalkan dampak kegiatannya
pada operator fasilitas.

Bantuan yang diminta IAEA
dari negara anggotanya bervariasi dari
pelatihan bagi analis pencitraannya
dalam mengidentifikasi kegiatan dan
fasilitas nuklir yang terekam pada
pencitraan termal, mengembangkan
data geospasial, menyediakan sistem

prakiraan cuaca yang akurat, memilih
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dan teknik
pencitraan yang lebih canggih, dan

dan menerapkan alat

menerapkan sistem pengolahan data

pencitraan yang lebih cepat.

VII. PEMBAHASAN

Berbagai  tantangan  yang
dihadapi oleh rezim non-proliferasi
tidak bisa lain harus dijawab dengan
penguatan terhadap rezim itu sendiri.
Namun demikian, sampai saat ini
tampaknya belum ada upaya penguatan
yang dapat mengatasi semua tantangan
tersebut, mengingat tantangan yang ada
mempunyai dimensi yang sangat luas,
baik yang bersifat teknis maupun, dan
terutama, bersifat politis.

Untuk  mengatasi
proliferasi dan perlucutan
nuklir, = masyarakat  internasional
tampaknya harus terus memperkuat dan
melengkapi kerangka legal yang ada:
CSA dan AP harus dapat berlaku secara
universal di negara non-senjata, CTBT
harus dapat segera diberlakukan, dan
perundingan FMCT harus dapat dibuka
kembali.

Tantangan terhadap masalah

masalah
senjata

perdagangan gelap teknologi nuklir
yang sensitif harus dijawab dengan
pengetatan pengendalian ekspor oleh
NSG dan penguatan protokol tambahan

oleh IAEA. Dalam kaitan ini perlu
dicatat bahwa Dewan Keamanan PBB
telah mengeluarkan resolusi 1540 yang
menyatakan
pemusnah  masal

proliferasi senjata

sebagai  suatu
kejahatan. Pendekatan multilateral utuk
jaminan pasokan bahan bakar nuklir
yang saat ini tengah dibahas di IAEA

juga merupakan salah satu upaya

penguatan untuk mengatasi
perdagangan gelap bahan nuklir ini.
Tantangan terhadap

kemungkinan adanya teroris nuklir juga
harus dijawab dengan penguatan
kerangka legal keamanan bahan nuklir
dan bahan radioaktif. Untuk ini
Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir
(CPPNM) telah diamendemen pada
bulan Juli 2005, sehingga negara pihak
terikat untuk
memproteksi fasilitas dan bahan nuklir

pada konvensi ini

dalam penggunaan damai di domestik,
penyimpanan dan pengangkutannya.
Amendemen juga memungkinkan
kerjasama yang lebih luas di antara
negara pihak dalam bertindak cepat
menentukan dan menemukan bahan
nuklir yang dicuri atau diselundupkan,
meminimalkan konsekuensi sabotase
nuklir, dan mencegah serta melawan
kejahatan yang melibatkan bahan nuklir

dan radioaktif. IAEA juga telah
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menyusun semacam kode etik (Code of
Conduct) dalam keselamatan dan
keamanan sumber radioaktif. Dokumen
yang tidak mengikat secara hukum ini
pedoman dalam

mengembangkan dan

memberikan

mengharmonisasikan kebijakan, hukum
dan peraturan yang berkaitan dengan
keselamatan dan keamanan sumber
radioaktif. Dokumen ini kemudian juga
dilengkapi dengan pedoman ekspor
impor sumber radioaktif.

Namun demikian, dalam kaitan
seifgard
sehingga IAEA meminta bantuan

dengan kegagalan sistem

negara anggotanya untuk memperkuat

kemampuan teknisnya, akar
permasalahannya bukan karena
ketidakmampuan IAEA dalam

memantau kegiatan negara non-senjata
yang telah menjadi anggota berbagai
instrumen non-proliferasi. Kegagalan
lebih  disebabkan  karena
dikembangkannya  teknologi  dan

terus

kemampuan nuklir untuk militer oleh
negara pemilik senjata nuklir, yang
dalam waktu yang sama mentransfer
teknologi ini ke negara yang bukan
anggota NPT. Untuk ini
penguatan sistem seifgard harus dapat

setiap

mengatasi kesenjangan ini melalui

penerapan universal CSA ke semua

negara di dunia, dan pengembangan
pengendalian dan pelarangan transfer
yang efektif terhadap transfer teknologi
dan bahan nuklir untuk tujuan militer ®.

Pandangan ini sejalan dengan
IAEA, yang
menyatakan bahwa dua aspek kritis

pemikiran  Dirjen

dalam penguatan rezim non-proliferasi
adalah dengan pengamanan timbunan
bahan nuklir yang ada dan pengetatan
dalam pengendalian transfer dan
produksi bahan nuklir, dan percepatan
upaya perlucutan senjata . Jika aspek
kritis pertama diharapkan dapat diatasi
dengan proteksi fisik yang lebih ketat
dan pendekatan multilateral dalam daur
bahan bakar nuklir,
merupakan hal yang sangat sulit untuk

aspek kedua

dilaksanakan. Upaya yang paling layak
untuk ini adalah mengharapkan CTBT
dapat segera berlaku, dan perundingan
FMCT dapat segera dimulai kembali.
Dua aspek lain yang menurut
Dirjen IAEA juga bersifat kritis adalah
pendekatan yang lebih efektif dalam
menangani ancaman proliferasi dan
penguatan
kemampuan verifikasi oleh IAEA.
Untuk pendekatan yang efektif Dirjen

kewenangan dan

IAEA mengharapkan agar Dewan
Keamanan PBB dapat bekerja dalam

kerangka keamanan yang saling terkait
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dan tidak dapat dipisahkan dalam
berbagai aspeknya termasuk aspek
HAM dan pemerintahan yang represif.
Dewan Keamanan juga harus berani
membahas  konflik kawasan dan
penindasan satu negara oleh negara lain
yang telah berlangsung terus dan
berkepanjangan. Sementara  untuk
penguatan
kemampuan verifikasi, Dirjen IAEA

kewenangan dan

mengharapkan proses pemberlakuan
protokol tambahan dapat lebih cepat
berlangsung dan dukungan kepada
IAEA dalam melaksanakan verifikasi,
termasuk dukungan dana, merupakan
kunci untuk keberhasilan upaya non-
proliferasi dan keamanan internasional.

Empat aspek kritis tersebut
diperlukan dalam membangun suatu
paradigma baru dalam keamanan,
suatu negara tidak lagi
bergantung pada senjata nuklir untuk

keamanannya.

dimana

Sementara keamanan
nasional tetap relevan, strategi untuk
mencapainya harus mempertimbangkan
hal yang lebih luas. Pendekatan untuk
ini harus diawali dari kesejahteraan
individu, hak individu untuk hidup
bebas dan bermartabat, dan bukan
semata-mata keamanan negara.
Pendekatan yang lebih mengutamakan

definisi sempit dari keamanan, dan

tidak fokus pada keamanan individual,

dipastikan akan segera mengalami

kegagalan.
VIII. KESIMPULAN
Sebagai  kesimpulan  dapat

disebutkan bahwa seifgard nuklir
merupakan salah satu upaya rezim non-
proliferasi untuk mewujudkan dunia
yang bebas senjata nuklir. Tantangan
terhadap rezim non-proliferasi - yang
muncul akhir-akhir ini telah dicoba
untuk dijawab melalui penguatan sistem
seifgard, penguatan kerangka legal,
pengusulan pendekatan multilateral
untuk bahan bakar nuklir, dan
percepatan pemberlakuan serta
perundingan instrumen intémasional
lainnya.

Namun demikian semua upaya
ini tidak akan berhasil tanpa komitmen
politik yang kuat dari negara-negara di
untuk
Kegagalan juga akan terjadi jika
tetap

menyandarkan

dunia melaksanakannya.
negara-negara senjata nuklir
untuk
keamanan nasionalnya pada kekuatan
maka
diperlukan suatu paradigma baru dalam

bersikeras

senjata tersebut. Untuk ini

pemahaman tentang keamanan nasional
yang lebih mengutamakan keamanan
individu dalam bentuk hak atas
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kesejahteraan, kebebasan dan martabat,
dan tidak hanya sekedar keamanan
negara untuk kepentingan negara itu

sendiri.
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Tanya Jawab dan Diskusi
1. Nama Penanya

(BAPETEN)

Pertanyaan
Bagaimana pendapat saudara tentang

Heryudo K.

perjanjian safeguardg/NPT, mengingat
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ada negara yang dicurigai ternyata tidak
mempunyai senjata nuklir, namun ada
yang menyembunikan senjata nuklir

tapi tidak diapa-apakan?

Jawaban

NPT merupakan traktat yang telah
disetujui bersama oleh seluruh negara
di dunia. Pengalaman dari
pelaksanaannya yang ternyata berat
sebelah telah digugat terus menerus
oleh GNB dalam sidang NPT reveiw
conference yang dilaksanakan tiap lima
tahun sekali.

2. Nama Penanya
Pertanyaan

Seifgard selalu didengungkan oleh
IAEA agar dunia bebas dari bom nuklir,
bagaimana dengan 'bom kotor, apa

: M. Cecep CH

peranan JAEA dalam pengawasan bom

tersebut?

Jawaban

Bom kotor lebih merupakan masalah
keselamatan dan keamanan sumber
radioaktif, dan bukan seigard yang
berkaitan dengan bahan nuklir, Bom
kotor juga lebih dikaitkan dengan
terorisme nuklir. Untuk mengawasinya
IAEA menyarankan agar setiap negara
anggotanya melaksanakan rekomendasi
pada Code of Cowmduct the safety and
security of radioactive source. Proteksi
fisik terhadap sumber radioaktif juga
harus dilaksanakan secara ketat oleh
setiap fasilitas nuklir
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